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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS DALAM MELAKSANAKAN GOOD GOVERNANCE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5§ TAHUN 2014 DI KANTOR
KECAMATAN SIPIROK
(Penelitian Pada Kantor Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan)

OLEH:
PALTI SIREGAR
NPM: 11.840.0025

Salah satu identifikasi pelaksanaan good governance adalah dengan
terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Sebagai lokasi penelitian maka dipilih pelaksanaan good governance di Kantor
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemilihan lokasi penelitian
didasarkan keadaan dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, maka hal tersebut berarti adanya perubahan pola dan
perilaku aparatur pemerintahan di Kecamatan Sipirok dalam pelaksanaan tugasnya
di bidang pelayanan publik.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana
penerapan good governance berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 pada
Kantor Kecamatan Sipirok dan apa saja faktor penghambat untuk
menyelengarakan good governance pada Kantor Kecamatan Sipirok ?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Sipirok
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hasil penelitian menyatakan penerapan good governance berdasarkan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi prinsip
partisipasi (participation), prinsip supremasi hukum (rule of law), prinsip
transparansi (fransparancy), prinsip responsiveness dan prinsip akuntanbilitas
(accountability). Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam
pelayanan publik, terutama prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang
berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah memberikan yang
terbaik, walaupun ada beberapa warga mengatakan camat cenderung pilih kasih
terhadap warga yang berkemampuan secara finansial dan warga yang kurang
berkemampuan. Faktor penghambat untuk menyelenggarakan good governance
pada Kantor Kecamatan Sipirok meliputi: Masalah yang sangat menyulitkan dalam
pengembangan peran masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik oleh
pemerintah adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat atas informasi yang
diperlukan dan sebagian masyarakat tidak cukup pengetahuan terhadap resiko yang
akan ditanggung sesudah ditandatanganinya sebuah dokumen.

Kata Kunci: Good Governance, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Kantor
Kecamatan Sipirok.
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Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu
kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan
atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyrakat( baik antara individu
dengan individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan
lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta
dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-
hari, sehingga interaksi tersebut berjalan secara harmonis.’

Pengertian pemerintah pun _memiliki banyak arti. Sebagian ahli yang
memberikan pengertian pemerintah dalam arti luas, yaitu berdasarkan apa
tugas yang dilaksanakannya. Yang dimaksud pemerintah menurut
Montesquieau adalah seluruh lembaga Negara yang biasa dikenal nama Trias
Politica baik itu legislative (membuat undang-undang), eksekutif
(melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan
undang-undang).*

Seperti diketahui dalam suatu pemerintahan daerah itu terdapat suatu
kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat seperti kebijakan publik, ruang
lingkup kebijakan publik éejatinya adalah masalah-masalah yang berkaitan
dengan kehidupan masyarakat. Namun secara teoritik akan dikelompokkan ke
dalam beberapa bagian. Semuanya akan melingkupi aspek kehidupan sosial di

satu sisi, dan sisi lain pemerintah mempunyai otoritas di dalam regulasi

3 Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Djambatan,
2004, hal. 32.
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sumber asset publik melalui investasi publik dengan tidak membebani mereka.

Salah satu identifikasi pelaksanaan good governance adalah dengan
terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
merupakan tonggak sejak dalam era reformasi ini khususnya dalam
mendudukan aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai
aparatur pemerintahan, dan juga sebagai pelaku administrasi pemerintahan.

Sebagai lokasi penelitian maka dipilih pelaksanaan good governance di
Kantor Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemilihan lokasi
penelitian didasarkan keadaan dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka hal tersebut berarti adanya
perubahan pola dan perilaku aparatur pemerintahan di Kecamatan Sipirok
dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pelayanan publik.

Penyelenggaraan administratif yang efektif diperlukan peningkatan
pembinaan yang dilakukan pemerintah kecamatan terﬁadap aparatur
kecamatan yang bersangkutan dalam bidang pemerintahan, sehingga aparatur
kecamatan dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam
melayani masyarakat. Pembinaan administrasi yang dijalankan adalah untuk
mengembangkan sistem pemerintah kecamatan yang berfungsi sebagai sumber
data dan informasi bagi seluruh aktifitas pemerintah dalam membangun secara
nasional. Untuk meningkatkan manajemen pemerintah kecamatan perlu

dilakukan penataan administratif agar lebih efektif dan efisien, penataan
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administratif merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintah kecamatan. Maka dilakukan penyempurnaan
terhadap pelaksanaan administratif. Oleh karena itu aparatur pemerintah
kecamatan sangat dituntut untuk turut berperan aktif dalam usaha pembinaan
administratif yang dilakukan pemerintah kecamatan sendiri. Sehingga akan
terwujudnya pelaksanaan administratif yang tertib dan dapat mendorong
pelaksanaan pemerintah di wilayah kecamatan.

Sukses tidaknya pemerintah di tingkat kecamatan sangat tergantung
dengan administratif kecamatan. Administratif ditingkat kecamatan dapat
berjalan dengan baik apabila kualitas manusia sebagai sumber daya insani
dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin, artinya administratif sangat
menentukan kedudukan pemerintah kecamatan. Administratif merupakan tolak
ukur keberhasilan pemerintah kecamatan, karena merupakan fondasi dalam
memperkuat dan mengembangkan pemerintah kecamatan. Jadi administratif
kecamatan merupakan prioritas utama yang harus mendapat Iierhatian serius
oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Namun realitasnya ~penyelenggaraan pelayanan masih menjadi
persoalan, terutama pada kecamatan Sipirok. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk
memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat seringkali dihadapkan
pada kesulitan-kesulitan yang seharusnya tidak terjadi. Sehubungan dengan hal
itu pemerintah kecamatan Sipirok diharapkan secara terus menerus berusaha

meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan
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masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Seiring dengan
perkembangan waktu tuntutan tersebut semakin tinggi dan berkembang yang
diiringi dengan tingkat pengatahuan dan kesadaran warga masyarakat akan
haknya untuk dilayani.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang
"Tinjauan Yuridis Dalam Pelaksanaan Good Governance Berdasarkan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 di Kantor Kecamatan Sipirok (Penelitian

Pada Kantor Kecamatan Sipirok Kecamatan Tapanuli Selatan)”.

1.2. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Penerapan good governance berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun
2014 pada Kantor Kecamatan Sipirok.
2. Faktor penghambat untuk menyelengarakan good governance pada Kantor

Kecamatan Sipirok.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan biaya, waktu dan juga pengetahuan maka
penelitian skripsi ini hanya dibatasi pada pembahasan tentang pelaksanaan
good governance berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dengan
mengadakan penelitian pada Kantor Kecamatan Sipirok Kecamatan Tapanuli

Selatan.
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1.4. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik bebarapa permasalahan yang
akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :
1. Bagaimana penerapan good governance berdasarkan Undang-Undang No.
5 Tahun 2014 pada Kantor Kecamatan Sipirok?
2. Apa saja faktor penghambat untuk menyelengarakan good governance

pada Kantor Kecamatan Sipirok ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui penerapan good governance berdasarkan Undang-
Undang No. 5 Tahun 2014 pada Kantor Kecamatan Sipirok
2. Untuk mengetahui faktor penghambat untuk menyelengarakan good
governance pada Kantor Kecamatan Sipirok.
Manfaat penelitian didalam skripsi ditunjukkan kepada bérbagai pihak
terutama:
1. Secara teoritis kajian ini ‘diharapkan memberikan konstribusi terhadapa
kinerja pegawai negeri sipil di kecamatan Sipirok.
2. Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak terkait
baik itu puhak pegawai negeri di kecamatan Sipirok dengan masyarakat

kecamatan sipirok.
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kepemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat
dengan biaya yang terjangkau.

2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan
dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di
dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup
prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses,
kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan

hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan,

yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara 1anésung maupun
tidak langsung

6. Efisiensi dan Efektifitas,  menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggung jawab.

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat,
mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa
pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang
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hidup dalam masyarakat.

Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan
dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance)
dikemukakan oleh UNDP yaitu meliputi:

1. Partisipasi (Participation): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-
laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga
perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing

2. Akuntabilitas (Accountability): Para pengambil keputusan dalam sektor
publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban
(akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada stakeholders.

3. Aturan hukum (Rule of law): Kerangka aturan hukum dan perundang-
undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama
aturan hukum tentang hak azasi manusia.

4. Transparansi (Transparency). Transparansi harus dibangun. dalam rangka
kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat
dimonitor.

5. Daya tangkap (Respomsiveness): Setiap intuisi dan prosesnya harus
diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan

(stakeholders).
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6. Berorientasi konsensus (consensus Orientation): Pemerintah yang baik
akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda
untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan
yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik
bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan
prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

7. Berkeadilan (Equity): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan
yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka
untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

8. Efektifitas dan Efisiensi (Effectifitas and Effeciency): Setiap proses
kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang
benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-
baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.

9. Visi Strategis (Strategic Vision): Para pemimpin dan masyarakat memiliki
persfektif yang luas dan jangka panjang tentang pényelenggaraan
pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan

dirasakannya kebutuhan uhtuk pembangunan tersebut.

2.1.3. Pelayanan Publik
Berbagai Pengertian mengenai Pelayanan (Service) banyak
dikemukakan oleh para ahli; diantaranya menurut American Marketing

Association, seperti dikutip oleh Donald W, Cowell menyatakan bahwa;
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Point pertama dari unsur yang diuraikan di atas menunjukan bahwa
pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai (regulator) dan sebagai
pemegang monopoli layanan, dan menjadikan Pemda bersikap statis dalam
memberikan layanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan
oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Posisi inilah
yang menjadi salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik yang
dilakukan pemerintah daerahkarena akan sulit untuk memilah antara
kepentingan menjalankan fungsi regulator dan melaksanakan fungsi
meningkatkan pelayanan.

Point kedua dari unsur yang diuraikan di atas adalah orang, masyarakat
atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima
layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi
yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk
mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang mendorong terjadinya
komunikasi dua arah untuk melakukan KKN dan memi)erburuk citra
pelayanan dengan mewabahnya Pungli,dan ironisnya dianggap saling
menguntungkan.

Point ketiga dari unsur yang diuraikan di atas adalah kepuasan
pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian
penyelenggara pelayanan (Pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan
pelayanan publik yang berorientasi memuaskan pelanggan, dan dilakukan

melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen
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pemerintahan daerah.

Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang berorientasi
pada kepuasan pelanggan, memberikan arah tejadinya perubahan atau
pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma rule
government bergeser menjadi paradigma good governance.

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli
pelayanan publik, sebagai regulator (rule government) harus mengubah pola
pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah,
yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat.
Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan publik,
Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan
masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-

prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

2.1.4. Konsepsi Pelayanan Publik

Konsepsi pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana
meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan
daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam kontek pendekatan ekonomi,
menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat. Kebutuhan
pokok masyarakat akan terus berkembang seiring dengan tingkat
perkembangan  sosio-ekonomi  masyarakat. Artinya, pada tingkat

perkembangan tertentu, sesuatu jenis barang dan jasa yang sebelumnya
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dianggap sebagai barang mewah, dan terbatas kepemilikannya atau tidak
menjadi kebutuhan pokok, dapat berubah menjadi barang pokok yang
diperiukan bagi sebagian besar masyarakat.

Dengan demikian, perubahan dan perkembangan konsep kebutuhan
pokok masyarakat, terkait erat dengan tingkat perkembangan sosio-ekonomi
masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta
perubahan politik.

Hasil pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi erat kaitannya dengan
partisipasi masyarakat yang mendorong pertumbuhan tersebut, dan harus
didistribusikan dan dialokasikan secara adil dan merata kepada setiap anggota
masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pengaturan distribusi dan alokasi
tersebut, sesuai dengan fungsinya dijalankan oleh birokrasi lembaga-lembaga
pemerintahan dan/atau pemerintahan daerah, sebagai wujud dari fungsi
pelayanan berdasarkan kepentingan publik yang dilayani.

Penyediaan pelayanan dasar (core public services) dalam hubungan
pendekatan sosial, berhubungan dengan penyediaan pelayanan dibidang
pendidikan dan publik. Secara ekonomis, penyediaan pelayanan dasar tersebut
tidak memberikan keuntungan finansial atau Pendapatan Asli Daerah kepada
Daerah, dan bahkan membutuhkan biaya dalam jumlah yang besar untuk
menyediakan pelayanan pendidikan dan publik. Penyediaan pelayanan
pendidikan dan publik harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang
harus disikapi secara bijak dengan pandangan dan pemikiran jauh kedepan,
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karena hasilnya baru akan dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah/
pemerintah daerah dimasa mendatang.

Kebijakan penyediaan pelayanan publik, pada hakekatnya menjadi
tugas dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan
cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara teoritik, Birokrasi
Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi pelayanan, fungsi
pembangunan dan fungsi pemerintahan umum. Fungsi pelayanan,
berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung
dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (service)
langsung kepada masyarakat. Fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit
organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di
sektor pembangunan. Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan
rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas
pemerintahan umum (regulasi), temasuk didalamnya ménciptakan dan
memelihara ketentraman dan ketertiban.

Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (regulation function).
Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan
publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas
yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar
dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan Peraturan Perundang-
undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (public
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regulation), seperti perizinan, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi,

dan lain-lain.

2.1.5. Lingkup Pelayanan Publik

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai
perwujudan kedaulatan rakyat pada dasarnya bertujuan meningkatkan harkat
dan martabat bangsa, mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk
memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia. Undang Undang Dasar 45 memberikan perintah, tugas dan
wewenang kepada seluruh aparatur Negara melaksanakan amanat untuk
mensejahterakan rakyatnya, melalui penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik dan bertanggungjawab, dan perwujudannya adalah pelayanan publik yang
baik.

Dengan demikian, amanat Undang-Undang Dasar 1945, menjadi
penjuru atau pedoman bagi seluruh aparatur Negara/pemerintahan disemua
susunan pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib
menyelenggarakan; kepemerintahan yang baik, pembangunan dan pelayanan
kepada warga dan rakyatnya, untuk tujuan kesejahteraan rakyatnya.
Penyelenggara pelayanan publik, meliputi seluruh penyelenggara Negara dan
pemerintahan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya, lembaga independen

yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik, dan
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masyarakat atau lembaga privat yang menyelenggarakan pelayanan (private
goods), serta Badan Usaha/Badan Hukum yang bekerjasama dan/atau diberi
tugas melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Berbicara tentang pelayanan publik, kita sering terjebak pada
pemahaman legislasi.bahwa pelayanan seolah-olah hanya berkaitan dengan
kegiatan pelayanan administratif, padahal pelayanan publik ruang lingkupnya
sangat luas. Pelayanan publik lingkupnya dapat berbentuk penyedianan
pelayanan fisik atau barang dan jasa, dan ruang lingkup kegiatannya dapat
menjadi lebih luas. Seperti; pelayanan dalam rangka penyediaan fasilitas dan
utilitas; jalan, jembatan, sarana dan prasarana perekonomian, perhubungan,
persampahan, penerangan jalan dan lainnya.

Pelayanan dalam rangka pengaturan dan pengendalian (perizinan,
ketentraman dan ketertiban), pelayanan yang sifatnya administrasi (surat
menyurat, rekomendasi dan lain-lain), pelayanan yang bersifat pembinaan
(kebijakan pemberdayaan masyarakat, pendidikan, publik dan sosial budaya).
Demikian pula, pelayanan yang bersifat pemberian informasi, desiminasi,
sosialisasi dan konsultasi, serta bentuk pelayanan lainnya yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi aparatur Negara, seperti hukum, keamanan dan
lainnya.

Pada era tahun 1945 s/d 1975, dihampir kebanyakan Negara melakukan
tindakan proaktif terhadap masalah domestiknya, dan mencari jalan bagaimana
agar perusahaan publik dapat menjangkau dan menangani pelayanan publik
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termasuk pelayanan yang bersifat sosial dan menjadi kewajiban
pemerintah/daerah. Langkah proaktif tersebut tidak hanya pada area pelayanan
publik yang bersifat tradisional seperti pelayanan pendidikan dan publik, tetapi
berkembang lebih jauh pada area yang masuk menjadi domain umum seperti
perbankan, tenaga listrik, penyediaan air bersih, perumahan, dan bahkan pabrik
yang menyediakan besi dan baja. Pada saat itu, pasar gagal atau tidak
berfungsi dan tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat.

Dalam perkembangannya, pasar bergerak positif dan mampu
memperbaiki dan meningkatkan efesiensi dan efektifitasnya dalam penyediaan
pelayanan. Terjadi perubahan, dan mendorong politisi untuk meminta
pemerintah/daerah meninjau kembali kebijakan dan perannya di dalam
menangani atau menyediakan pelayanan publik. Pada saat yang bersamaan
dengan meningkatnya kemampuan pasar pelayanan tradisional yang tidak
marketable seperti pendidikan dan publik, layanannya harus tetap terus
berlangsung, dan menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah atau
pemerintah daerah.

Dari uraian diatas, menunjukan bahwa pada hakekatnya pelayanan
publik yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah atau pemerintah
daerah, ruang lingkupnya sangat luas, dan tidak akan mampu ditangani sendiri,
oleh karenanya sebagian pelayanan publik dilakukan oleh swasta atau
masyarakat. Pada saat pasar tidak berfungsi memberikan layanan yang
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dibutuhkan masyarakat, pemerintah atau pemerintah daerah berkewajiban
untuk  melaksanakan  tugas, tanggungjawab dan  kewajibannnya
menyelenggarakan pelayanan publik yang ditinggalkan swasta.

Lingkup pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintahan
daerah menurut Undang-Undang nomor 32/2004, adalah seluas tugas,
wewenang dan fungsinya di dalam menyelenggarakan pelayanan publik,
termasuk di dalamnya penyediaan public goods dan public regulation, untuk
pelayanan dasar (minimal) dan pelayanan urusan pilihan (corecompetence).

Terdapat 14 urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah untuk
menyelenggarakan pelayanan dasar (2 diantaranya belum jelas), menurut
Undang-Undang 32/2004, dan diantaranya pelayanan pendidikan dan publik
merupakan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh daerah merupakan
core public services. Core Public Services, adalah merupakan konsep
pelayanan publik yang secara tradisional diterapkan di Negara yang menganut
konsep welfare state, yang berkewajiban untuk menyediakan ﬁelayanan dasar
yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Core public services, ‘'menjadi tugas, fungsi dan kewajiban pemerintah
atau pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam
prosesnya, sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan, pelayanan
publik berkembang luas bidang perekonomian, jasa perdagangan, infra struktur
dan sebagainya. Keempat bidang pelayanan dasar (core public service)

tersebut merupakan inti atau basic pelayanan yang dibutuhkan dan diperlukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%iczciélsls.l }ﬂ%%s&}ael%%?&)e}%ﬁl;gg ac id]15/7/2432



Palti Siregar - Tinjauan Yuridis dalam Melaksanakan Good Governance berdasarkan...

oleh masyarakat, untuk tujuan mewujudkan warga masyarakat yang;
Cerdas,Sehat, Sejahtera dan Tertib, Aman dan Tentram. Dikaitkan dengan
Undang-undang 32 Tahun 2004, Core Public Services yang meliputi 4 bidang
pelayanan tersebut, terakomodir sebagai bagian dari 14 urusan pelayanan dasar
yang wajib dan menjadi kewenangan wajib daerah untuk menyelenggarakan
pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Apabila diteliti lebih dalam,
pelayanan dasar yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004,
sebenarnya pengembangan dari core public service yang disesuaikan dengan
kebutuhan khas Indonesia. Penyesuaian dilakukan, terutama untuk
mengakomodir kebutuhan dan kepentingan pengaturan pembagian urusan dan
kewenangan,dan organisasi pemerintahan daerah.

Mempertimbangkan pelayanan publik lingkupnya sangat luas dan multi
dimensial, maka dalam pembahasan bahan ajar pelayanan publik selanjutnya,
difokuskan pada fungsi pemerintahan daerah dalam menyediakan pelayanan
yang bersifat public regulation atau lebih khusus dibidang pela&anan perizinan
dan hubungannya dengan kualitas pelayanan dan kinerja manajemen

pemerintahannya.

2.1.6. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelengaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara
pelayanan publik, yaitu; penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara
perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh

pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan
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sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang
bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagaian tugas dan
fungsi pelayanan publik.

Disamping itu, penyelenggara pelayanan publik termasuk masyarakat
umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan
publik yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip
tersebut adalah sebagai berikut; (a) Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik
tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dipahami, dan mudah
dilaksanakan; (b) Kejelasan. Persyaratan teknis dan adminsitrati pelayanan
publik; Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam
pelaksanaan pelayanan publik; Rincian biaya pelayanan publiic dan tata cara
pembayaran. (c) Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. (c) Akurasi. Produk
pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. (d) Keamanan. Proses
dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. (¢)
Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan Penyelesaian

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. (f) Kelengkapan
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manakala kita tidak memahami masalah-masalah yang ada pada masing-
masing faktor yang mempengaruhi tersebut, oleh karena itu diperlukan
kemampuan untuk memadukan dan mengintegrasikan masing-masing faktor
tersebut.

Penyelengaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara
pelayanan publik,yaitu; penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara
perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh
pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang
bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagaian tugas dan
fungsi pelayanan publik. Dan masyarakat umum atau swasta yang
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu

ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah.

2.2. Kerangka Pemikiran

Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan
penelitian-penelitian. Pada uniumnya skripsi diperbuat untuk ditujukan kepada
masyrakat luas, dan oleh karena itu materi skripsi harus bermanfaat dan
berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Pada kesempatan ini penulis sengaja menyusun skripsi dengan
mengambil judul : “Penerapén Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam

rangka mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan
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Sipirok)”.
Berdasarkan judul tersebut maka dapat dibuat kerangka pemikiran

penelitian ini yaitu :

e Good Governance pemerintahan yang baik yang berkaitan dengan isu
transparansi, akuntabilitas public, dan sebagainya.

o Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa dan sah
kepada seluruh anggota masyarakat.

e Asas pemerintahan yang baik adalah nilai-nilai yang diciptakan dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

e Syarat untuk good governance yaitu lembaga perwakilan rakyat memiliki

legitimasi politik dan mampu menjalankan fungsi control yang efektif.

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada
umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merul;akan jawaban
sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian
kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata Hypo dan Thesis yang masing-masing
berarti sebelum dan dalil atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan
suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus
dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah

untuk waktu sementara.
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3.1.4 Waktu Penelitian
Waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2014 sampai

dengan Febuari 2015.

3.2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data
guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini
digunakan dua metode penelitian yaitu :
1. Penelitian kepustakaan (Libarary Research)
Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan
bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa
literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (Field Research)
3. Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara
langsung, baik itu dilakukan dengan pengamatan secara laﬂgsung maupun

wawancara dan penelitian di kantor Kecamatan Sipirok.

3.3 Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi
dokumen, dan penelitian lapangan di kantor kecamatan sipirok maka hasil
penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada

dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga teori tersebut dapat
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, dan apa yang
menjadi perumusan masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
berikut :

1. Penerapan good governance berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi prinsip partisipasi
(participation), prinsip supremasi hukum (rule of law), prinsip transparansi
(transparancy), prinsip responsiveness dan prinsip akuntanbilitas
(accountability). Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance
dalam pelayanan publik, terutama prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-
aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah
memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa wméa mengatakan
camat cenderung pilih kasih terhadap warga yang berkemampuan secara
finansial dan warga yang kurang berkemampuan.

2. Faktor penghambat untuk menyelenggarakan good governance pada
Kantor Kecamatan Sipirok meliputi:

a. Masalah yang sangat menyulitkan dalam pengembangan peran

masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah
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adanya Kketerbatasan pengetahuan masyarakat atas informasi yang
diperlukan.

b. Sebagian masyarakat tidak cukup pengetahuan terhadap resiko yang
akan ditanggung sesudah ditandatanganinya sebuah dokumen.

c. Pengetahuan sebagian masyarakat terhadap hak-haknya yang melekat
pada dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari
masyarakat masih sangat terbatas.

d. Masalah yang lebih mendasar adalah karena faktor budaya yang
sebagai bagian dari bangsa yang cukup lama terjajah yang selalu berada
dalam posisi dibawah, sebagian masyarakat tidak tahu bahwa dia
memiliki hak yang cukup untuk mendapatkan pelayanan yang baik

sebagai warga negara.

5.2. Saran

1. Perlunya prinsip pemerataan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh
camat, agar dalam pemberian pelayanan publik, lebih mengedepankan
pemerataan, kepada semua warga, tidak memandang yang berkemampuan
-secara finansial maupun warga yang tidak berkemampuan.

2. Lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan pelayanan publik kepada setiap
warga, yang akan mengurus surat-surat kependudukan dan lain-lain, agar
nantinya dapat tercipta pelayanan prima kepada masyarakat melalui
prinsip-prinsip Good Governance.
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